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Abstrak

Tulisan ini membahas efek prinsip lambusn (kejujuran) untuk memperkuat integritas pemilih di komunitas
adat Ammatoa yang berada di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Tulisan ini
dianalisis menggunakan konsep woting behavior model sosiologi dan diuraikan secara kualitatif. Tulisan ini
menemukan bahwa lambusn berfungsi sebagai etika kolektif dan norma sosial yang diinternalisasi secara
turun temurun melalui pesan adat, keteladanan tokoh, musyawarah internal keluarga, sanksi sosial dan
sanksi adat. Prinsip lmbusu tidak hanya membentuk karakter anggota komunitas, tetapi juga membangun
homogenitas perilaku politik komunitas, khususnya dalam menolak praktik politik uang. Integritas pemilih
di komunitas adat Ammatoa diperkuat oleh mekanisme sosial budaya yang ketat, dimana kejujuran dan
tanggung jawab menjadi alasan yang menentukan kecenderungan pilihan politik anggota komunitas. Prinsip
lambusn menegaskan bahwa tradisi dan norma lokal dapat menjadi modal sosial yang efektif dalam mem-
bentuk integritas pem-ilih, menjaga kohesi sosial dan memperkuat legitimasi demokrasi. Sehingga komuni-
tas adat Ammatoa dapat menjadi contoh konkret bagaimana nilai budaya dapat membentuk perilaku mem-
ilih yang berintegritas di tengah pusaran pragmatisme politik.
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Pendahuluan

Pasal 22 E Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dijelaskan bahwa
pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan untuk memilih anggota
dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil
presiden dan memilih anggota dewan perwakilan rakyat provinsi maupun
kabupaten/kota. Kompetisi politik yang dicerminkan melalui pemilu, tidak hanya
dijadikan sebagai media bagi rakyat untuk hanya memilih pemimpin. Namun, juga
sebagai mekanisme untuk mencetak munculnya pemimpin yang berintegritas, kredibel
dan mampu membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat (Juwita et al.,
2023). Dalam konteks pemilu di Kabupaten Bulukumba, proses pelaksanaannya banyak
diwarnai dengan perilaku yang tidak jujur dan tidak mencerminkan integritas, baik yang
dilakukan oleh calon legislatif maupun pemilih. Pada pemilu tahun 2019 yang terjadi di
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Bulukumba, perilaku yang bertentangan dengan kejujuran dan integritas dicerminkan
melalui pemberian dan penerimaan politik uang atau materi lainnya oleh calon legislatif
kepada pemilih. Dari 11 kasus pelanggaran yang ditangani, sebanyak 45.45% kasus yang
berhubungan dengan politik uang (Abubakar, B., Fahmal, A. M., & Razak, 2021). Data
yang dirilis oleh Bawaslu RI pada tahun 2023 menunjukkan 20 kabupaten/kota tertinggi
rawan politik uvang, salah satunya adalah Kabupaten Bulukumba yang berada di
peringkat delapan (Bawaslu RI, 2023). Politik uang adalah bentuk pelanggaran pemilu
yang merusak substansi demokrasi dan nilai kejujuran (Akhmad et al., 2023).

Salah satu faktor yang menyebabkan mengapa politik uang masih begitu
dominan terjadi dalam kontestasi pemilu, tidak tetlepas dari perilaku memilih. Schedler
& Schaffer (2007) mengemukakan bahwa ada empat alasan yang mendasari mengapa
pemilih menerima tawaran uvang, yakni: Perfama, karena kebutuhan ekonomi sesaat.
Kedua, adanya rasa khawatir tentang pembalasan kinerja dari calon ketika pemilih tidak
menerima tawaran politik vang. Ke#iga, pemilih merasa memiliki kewajiban kepada tim
sukses (broker) yang telah memberinya uang atau materi lainnya. Broker biasanya berasal
dari orang terdekat, seperti keluarga, kerabat, sahabat, dan teman. Keempat, keyakinan
kandidat bahwa politik vang adalah wujud kebaikan atau kesadaran dati calon pemilih.
Dalam sistem demokrasi politik uang melanggar prinsip keadilan, kejujuran,
transparansi dan mendorong perilaku korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan
(Kurniawan, R. C., & Hermawan, 2019).

Untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat diperlukan sikap integritas,
khususnya bagi pemilih. Integritas dalam penyelenggaraan pemilu berfungsi untuk
memastikan kepercayaan publik, mencegah kecurangan, menjamin legitimasi hasil
pemilu, meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas demokrasi
(Juwita et al., 2023). Dalam konteks perilaku memilih (vozing bebavior), ada tiga model
atau pendekatan yang digunakan untuk mengetahui perilaku memilih, yaitu the columbia
studi (pendekatan sosiologis), the michigan model (pendekatan psikologis) dan rational choice
(pendekatan pilihan rasional) (Haryanto, 2016). Pendekatan sosiologi akan digunakan
dalam penelitian ini sebagai alat analisis. Pendekatan sosiologis menggambarkan bahwa
nilai-nilai sosiologis yang melekat dalam diri seseorang berpengaruh terhadap perilaku
individu dalam politik. Nilai-nilai sosiologis yang dimaksud mencakup agama, etnis,
kelas sosial, tradisi keluarga, daerah dan yang lainnya (Bartels, 2008). Kelompok
masyarakat yang dapat menerapkan sikap integritas dalam pemilu salah satunya berasal
dari komunitas adat. Kondisi masyarakat adat yang beragam tradisi, budaya, dan nilai-
nilai kejujuran selalu diinternalisasikan lewat cerita, upacara dan norma sosial. Nilai-nilai
kejujuran dapat mempertegas identitas komunitas adat, karena sikap jujur dan integritas
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dapat dijadikan sebagai instrumen dalam mengawasi dan mengontrol praktik-praktik
yang tidak etis (Kurniawan & Hermawan, 2019).

Di Bulukumba, terdapat kelompok masyarakat yang masih memegang teguh
dan menjalankan tradisi serta kearifan lokal leluhur mereka. Kelompok tersebut dikenal
dengan komunitas adat Ammatoa yang bermukim di Desa Tanah Towa, Kecamatan
Kajang, Kabupaten Bulukumba. Komunitas adat Ammatoa memiliki falsafah hidup
vang berpedoman pada Pasang ri Kajang. Pasang adalah sekumpulan nasihat, pesan,
arahan, petunjuk dan norma sakral yang menuntun, mengarahkan dan memaksa
manusia untuk menerapkannya dalam kehidupan sosial masyarakat (Ichwan et al.,
2021). Pasang mengandung etika makro dan mikro kosmos yang mengatur interaksi
manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam dan manusia dengan manusia (Alfira et
al., 2023).

Komunitas adat Ammatoa dikenal memiliki sistem nilai yang sangat kuat dan
masih lestari sampai saat ini. Salah satu nilai utama yang terkandung di dalam pasang dan
dipegang teguh oleh komunitas adat Ammatoa adalah prinsip lambusu (jujur). Lanbusu
adalah konsep kejujuran yang tidak hanya fokus menckankan kejujuran bagi setiap
individu, tetapi juga dimaknai sebagai moral dan etika kolektif anggota komunitas dalam
menjalankan kehidupan sehari-hari. Nilai ini dijadikan sebagai pedoman inti dalam
proses interaksi sosial, pengambilan keputusan dan menjaga kepercayaan serta harmoni
antar anggota komunitas.

Dengan demikian, tulisan ini berupaya mengkaji lebih mendalam mengenai
implementasi prinsip lambusu dalam kehidupan komunitas adat Ammatoa dan mereko-
mendasikan nilai itu sebagai dasar berperilaku atau referensi bagi perilaku memilih di
tengah tantangan praktik politik uang yang semakin mengkhawatirkan dan menghantui
kualitas demokrasi di negeri ini. Upaya ini diharapkan dapat berkontribusi dalam
memperkuat integritas demokrasi, tidak hanya di komunitas adat Ammatoa, tetapi juga
sebagai inspirasi bagi kelompok masyarakat lainnya di Indonesia.

Metode

Artikel ini didasarkan pada penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah
salah satu jenis penelitian yang menganalisis fenomena dan interaksi nyata yang terjadi
dalam kehidupan sosial masyarakat (Abdussamad, 2021). Metode penelitian yang
digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian
yang bersifat analisis dan deskriptif yang artinya temuan penelitian dijabarkan, digam-
barkan, dimaknai dan diinterpretasikan berdasarkan fenomena, peristiwa dan keadaan
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sosial dari sesuatu yang diteliti (Waruwu, 2023). Teknik pengumpulan data meliputi ob-
servasi, wawancara dan dokumentasi. Tulisan ini didukung oleh dua sumber data, yaitu
data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung
dari informan di lapangan sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan melalui
jurnal, buku, artikel ilmiah, website, majalah koran dan dokumen yang lainnya (Sulung
& Muspawi, 2024). Lokus tulisan ini bertempat di Desa Tanah Towa, Kecamatan Ka-
jang, Kabupaten Bulukumba. Informan dalam artikel ini adalah Kepala Desa Tanah
Towa, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Bulukumba,
Perwakilan Perempuan Adat Komunitas Ammatoa, dan masyarakat Desa Tanah Towa.

Pembahasan

Konsep dan Nilai-Nilai Lambusu dalam Komunitas Adat Kajang

Pasang menuntun komunitas adat Ammatoa untuk hidup dengan /ambusu, yang menjadi
dasar moral dan etika dalam interaksi sosial (Hafid, 2013). Lambusn dimaknai sebagai
prinsip sosial yang dapat membangun kepercayaan dan integritas antar anggota komuni-
tas. Nilai ini juga dapat menjaga harmoni komunitas, mendorong sikap tanggung jawab,
transparansi maupun keterbukaan demi menciptakan suasana saling menghormati serta
membentuk kesejahteraan bersama (Modesty, 2012).

Konsep lambusn dalam pasang sangat menghargai kejujuran sebagai fondasi
utama untuk mempererat hubungan emosional antar individu di dalam komunitas
(Kaharudin et al., 2020). Pada dasarnya, setiap anggota komunitas adat Ammatoa ber-
lomba-lomba mengisi kehidupannya dengan sikap jujur, sabar, tegas dan pasrah untuk
hidup secara gamase-mase (sederhana). Petunjuk yang tertuang di dalam pasang mengajar-
kan “Patuntung manuntungi, manuntungi kalambusanna na kamase-maseanna. Lambusu’, gattang,
sa’bara nappiso’na’, artinya manusia yang telah memaknai dan menerapkan apa yang di-
tuntunnya di komunitas adat, ia menuntut kejujuran, kebersahajaannya, jujur, tegas, sa-
bar dan pasrah terhadap hidupnya (Hijjang, 2005). Nilai kejujuran yang tertuang dalam
kata Jambusn dapat mendorong komitmen dan keteguhan hari setiap anggota komunitas
untuk berperilaku jujur dalam setiap interaksi sosial yang mereka jalani (Disnawati,
2013).

Komunitas adat Ammatoa meyakini bahwa hidup dengan /Jambusu adalah wujud
ketaatan kepada ajaran Tuhan dan sebagai elemen kunci untuk menjalankan kehidupan
yang harmonis (Sartika et al., 2024). Setiap anggota komunitas diharuskan untuk ber-
pegang teguh pada prinsip lambusu, baik pada saat berjanji, memberikan pernyataan,
bersikap dan ketika memberikan pernyataan sikap (Sambu, 2016). Mereka percaya bah-
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wa dengan bersikap jujur, anggota komunitas adat Ammatoa akan memperoleh derajat
yang tinggi di dalam komunitas dan merasa dekat dengan Tuhan (Salle, 2015).

Lambusu juga memainkan peran krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan
adat, di mana para pemangku adat, khususnya Ammatoa sangat diwajibkan untuk terus
bersikap jujur pada saat menjalankan tupoksinya sebagai pemimpin adat. Lambusu san-
gat penting untuk ditegakkan dan dicerminkan oleh para pemangku adat karena mereka
telah dipercaya sebagai panutan yang mestinya memiliki integritas dan menerapkan
prinsip keterbukaan pada saat proses pengambilan keputusan demi keadilan dan kese-
jahteraan anggota komunitas. Lambusu juga berhubungan dengan tanggung jawab moral
bagi masyarakat adat Ammatoa. Masyarakat adat dituntut agar mempertanggungjawab-
kan tindakan mereka dan diharapkan untuk menjaga etika dalam kehidupan sehari-hari.

Lambusn tidak hanya diimplementasikan oleh komunitas Ammatoa dalam in-
teraksi sosial antar anggota komunitas, tetap juga diimplementasikan dalam konteks
interaksi dengan alam. Komunitas adat Ammatoa meyakini bahwa lambusu dapat
memperoleh berkah dan keseimbangan di dalam interaksi mereka dengan alam. Nilai
lambusu diajarkan dan diturunkan dari generasi ke generasi komunitas Ammatoa sebagai
bentuk pendidikan informal dalam keluarga dan masyarakat. Dalam komunitas adat
Ammatoa, melanggar prinsip /ambusu dapat dikenai sanksi sosial, hal ini mencerminkan
betapa seriusnya komunitas adat Ammatoa menerapkan nilai kejujuran (Husain et al.,
2021).

Nilai /ambusn berfungsi sebagai norma sosial yang membentuk perilaku memilih
masyarakat adat Ammatoa. Ketua adat dan keluarga menginternalisasikan nilai /ambusu
melalui didikan dan interaksi sehari-hari, sehingga anggota komunitas terbiasa menolak
politik vang dan menjunjung kejujuran saat pemilu. Dengan demikian, lambusn mem-
perkuat integritas pemilih karena setiap anggota komunitas terikat secara moral dan so-
sial untuk mematuhi adat dan menjaga tanggung jawab dalam menentukan pilihan poli-
tik. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan sosiologis, yang menegaskan bahwa norma
dan nilai budaya di lingkungan sosial sangat mempengaruhi perilaku memilih (Becker,
2023).

Peran Lambusu dalam Membentuk Etika dan Integritas Pemilih

Prinsip lambusn yang berarti kejujuran, membentuk perilaku dan karakter anggota
komunitas adat Ammatoa, terutama dalam pemilu. Komunitas adat Ammatoa menjadi-
kan Jambusu sebagai fondasi etika kolektif yang mengatur setiap aspek kehidupan, terma-
suk saat memilih. Ramlah (2025), perwakilan perempuan adat Kajang, menegaskan
bahwa masyarakat Ammatoa berkomitmen menerapkan kejujuran dan hanya memilih
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pemimpin yang dianggap jujur. Ramlah sendiri tidak pernah menerima uang sogokan.
Di komunitas ini, hukum adat mengatur sanksi sosial atau denda bagi pelaku kecu-
rangan, seperti menerima uang untuk mempengaruhi pilihan. Bantuan dari kandidat
masih ditoleransi jika tidak bertujuan membeli suara, tetapi jika dimaksudkan sebagai
sogokan, tindakan itu jelas melanggar adat.

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bulukumba, Nurhaedah
(2025), mengemukakan bahwa nilai kejujuran dalam politik, terutama saat pemilu,
bergantung pada pribadi setiap anggota masyarakat. Masyarakat adat Ammatoa sejak
kecil sudah dididik untuk menjadikan prinsip /lambusu sebagai dasar ucapan dan
tindakan. Dalam pasang, kejujuran wajib dijunjung tinggi, dan siapa pun yang tidak jujur
dianggap berdosa. Nurhaedah pun mengungkapkan:

“Sebagai bagian dari masyarakat adat Ammatoa, kami menolak praktik politik
uang, di sini ada istilah yang dikenal “gattangko nu lambusn, lambusuko nu gattang’
yang artinya kita harus bersikap tegas dan berpegang teguh pada prinsip
kejujuran dalam segala hal. Baik dalam agama, interaksi sosial dan juga politik.
Jika seseorang melanggar prinsip kejujuran, maka ia akan mempertanggung-
jawabkan tindakannya, baik dihadapan sosial, agama dan di akhirat kelak.”

Arsan (2025) mengemukakan bahwa masyarakat adat Ammatoa sangat
memperhatikan kejujuran calon legislatif, kejujuran merupakan menjadi indikator utama
yang mereka nilai. Selain itu, Arsan mengungkapkan:

“Terkait penerimaan sogokan atau politik uang, masih ada beberapa dusun di
sini yang sama sekali menolak dengan tegas praktik itu, seperti Dusun Sobbu,
Dusun Benteng dan Dusun Tombolo Sebagian. Masyarakat di sana berpegang
kuat pada prinsip Lambusu. Penilaian masyarakat terhadap calon yang masuk di
wilayah tersebut, dilihat dari sikapnya untuk memperjuangkan aspirasi. Karena
masyarakat di wilayah tersebut menyampaikan kebutuhannya secara langsung
dengan calon, jika calon legislatif tidak menerima aspirasi masyarakat. Maka
suara yang diperolehnya hanya sedikit dan biasanya berasal dari keluarganya
sendiri.”

Prinsip Jambusu juga dijadikan sebagai edukasi dan pendidikan politik oleh

Kepala Desa Tanah Towa kepada warganya, baik di kawasan adat Ammatoa maupun di
luar kawasan adat. Lambusu telah terkandung di dalam pasang, dimana pesannya secara
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lisan berbunyi “gattangko nu lambusi”’ artinya tegas sesuai dengan nilai kejujuran dan
sesual dengan peraturan. Masyarakat komunitas adat Ammatoa dan masyarakat yang
tinggal di luar kawasan adat harus konsisten dan memiliki keteguhan untuk berperilaku
jujur dalam mengikuti proses pemilu. Kepala Desa Tanah Towa, Zulkarnain,
mengedukasi masyarakat untuk menegakkan kejujuran dengan bahasa:

“Pakariei tojengnu, anre’ kulle taua ni ukkuru, paentingi siri’nu, pa riek tojengnn.”

Artinya: Kamu harus konsisten dan berkomitmen untuk menegakkan
kebenaran atau kejujuran, jangan mau diukur atau pikiran kamu berubah karena
sesuatu hal, tegakkan dan tanamkan rasa malu kamu, tegakkan kejujuran kamu.

Dalam pandangan teori perilaku memilih model sosiologis, sebagaimana yang
dikemukakan oleh Lazarfield dengan model columbia schoo! (pendekatan sosiologis),
faktor penting yang dapat mempengaruhi pilihan individu dalam politik adalah suku,
agama, ras, daerah dan kelas sosial. Setiap individu akan berupaya mempertahankan
homogenitas lingkungan sosialnya demi menghindari konflik. Hal tersebut disebabkan
oleh keberadaan norma yang mengatur di lingkungan sosial tersebut, norma ini bersifat
memaksa, schingga individu wajib mengikuti petunjuk dan ketentuan kelompoknya
(Papilaya & Rahmawati, 2017). Lambusu sebagai sistem nilai yang diimplementasikan
oleh komunitas adat Ammatoa sesuai dengan model sosiologis. Prinsip /ambusu
mencerminkan betapa kuatnya norma moral yang berperan sebagai tameng bagi
komunitas adat Ammatoa dalam menolak praktik politik uang.

Sanksi sosial yang menjadi konsekuensi bagi anggota komunitas yang
melanggar nilai Jambusn, semakin memperkuat norma tersebut. Prinsip Jambusu
membentuk tekanan sosial yang signifikan untuk menguatkan komitmen anggota
komunitas dalam memilih kandidat legislatif berdasarkan kejujuran atau integritas,
bukan dinilai dari adanya imbalan tertentu.

Implikasi Prinsip Lambusu Terhadap Integritas Pemilih

Kejujuran berhubungan erat dengan integritas, integritas mencakup norma dan nilai-
nilai moral yang dianggap etis dalam konteks tertentu. Moralitas ditekankan pada
perilaku aktor yang dianggap dan dilihat baik oleh masyarakat (Huberts, 2018).
Integritas memiliki beberapa nilai yang terkandung di dalamnya, mencakup nilai
kejujuran, keadilan, tanggung jawab, konsistensi, kepatuhan terhadap etika, keterbukaan
dan komitmen terhadap prinsip (Gea, 2016). Prinsip lambusu dalam perspektif integritas
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bukan hanya sebagai norma moral setiap anggota komunitas adat Ammatoa, melainkan
telah dijadikan sebagai fondasi etika kolektif dalam kehidupan sosial masyarakat.
Integritas yang dimaksudkan dalam prinsip /lambusu tidak hanya berfungsi sebagai
kejujuran personal, tetapi telah dikonstruksi sebagai sistem nilai yang dijaga dan
diinternalisasi oleh seluruh anggota komunitas. Kepala Desa Tanah Towa, Zulkarnain
mengemukakan bahwa prinsip lambusn adalah bagian dari ajaran pasang ri Kajang, prinsip
inilah yang menjadi benteng pertahanan bagi komunitas adat Ammatoa dari praktik
politik uang. Prinsip ini mencerminkan adanya keteguhan yang kuat yang dimiliki oleh
komunitas adat Ammatoa dalam menjunjung tinggi tradisi dan nilai-nilai kejujuran yang
telah diturunkan secara turun-temurun. Prinsip /ambusu pada haki-katnya mengajarkan
kejujuran dan integritas sebagai fondasi moral untuk menentukan pilihan politik dalam
konteks pemilu. Dengan demikian, masyarakat tidak akan mudah dipengaruhi ketika
dihadapkan dengan iming-iming uang dari calon legislatif.

Kepala Desa Tanah Towa, Zulkarnain, mengatakan, dalam konteks pemilu
komunitas adat Ammatoa memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dalam
menentukan pilihan. Sebelum memastikan pilihannya, anggota komunitas melakukan
diskusi atau musyawarah internal di lingkungan keluarga, diskusi dengan pemangku adat
dan diskusi dengan tetangga. Di suatu sisi tanggung jawab dan komitmen sangat pent-
ing dalam konteks integritas, khususnya integritas pemilih. Tanggung jawab berarti mas-
ing-masing individu atau institusi memastikan bahwa proses pemilihan yang mereka
ikuti berlangsung secara adil dan transparan. D1 sisi lain, komitmen menunjukkan dedi-
kasi atau pengabdian diri untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan memastikan jika se-
tiap suara yang diberikan oleh pemilih memiliki nilai dan harga (Daniller & Mutz, 2019).
Hasil pemilihan yang tidak dibangun dengan tanggung jawab dan komitmen integritas
akan berdampak buruk terhadap persepsi masyarakat mengenai integritas pemilihan, ini
berimplikasi terhadap stabilitas demokrasi dalam jangka waktu yang panjang.

Prinsip Jambusn memiliki implikasi penting dalam konteks integritas pemilu.
Perilaku jujur yang dicerminkan oleh pemilih dapat meningkatkan kepercayaan publik
tethadap sistem pemilu. Kejujuran dalam pelaksanaan proses pemilu dimungkinkan
dapat mengurangi praktik penipuan atau manipulasi. Perilaku jujur yang diterapkan oleh
pemilih dapat membentuk norma positif yang menjadikan integritas sebagai bagian dari
budaya politik. Perbuatan jujur dalam pemilihan akan memastikan bahwa hasil pemilu
merepresentasikan kehendak rakyat yang sesungguhnya karena dapat menentukan
pilihan sesuai standarnya (Pasaribu et al., 2018). Hal ini memperkuat legitimasi
demokrasi dimana hasil pemilu dapat diterima oleh rakyat dan mendorong stabilitas
politik serta mencerminkan masyarakat yang lebih kohesif. Kejujuran yang diterapkan
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dalam proses pemilu dapat meningkatkan akuntabilitas antara pemilih dan
penyelenggara dan memastikan bahwa integritas melalui perilaku jujur dapat mencegah
munculnya konflik sosial antar masyarakat (Fisher & Sillberg, 2020).

Ramlah mengungkapkan bahwa perilaku ketidakjujuran yang ditunjukkan
melalui politik uang dapat merusak demokrasi. Karena hanya mereka yang memiliki
uang dapat berpeluang menjadi anggota dewan, sementara calon yang kurang mampu
tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai anggota dewan. Ramlah
berharap agar generasi muda dapat melaksanakan proses demokrasi yang bersih dan
menolak politik uang.

Lambusn berkontribusi terhadap legitimasi hasil pemilu. Ketika pemilih merasa
bahwa proses pemilihan berjalan dengan adil, hasilnya dapat dimungkinkan dapat
diterima oleh semua pihak, khususnya bagi pihak yang kalah. Hal ini dapat meredam
aksi protes atau unjuk rasa karena ketidakpuasan terhadap hasil pemilu yang berpotensi
memunculkan ketegangan sosial antar masyarakat. Masyarakat yang memegang teguh
prinsip kejujuran dapat mengawal dan mengawasi praktik-praktik yang tidak etis seperti
politik uang. Kondisi tersebut dapat menciptakan lingkungan politik yang ketat, tertib
dan mempersempit praktik manipulasi. Pemilu yang dijalankan dengan integritas tinggi
dapat meningkatkan kualitas demokrasi, wakil rakyat yang terpilih secara jujur cender-
ung lebih peka dan responsif terhadap keinginan dan kebutuhan konstituennya (Garnett
& James, 2020).

Integritas yang dicerminkan melalui prinsip /ambusu yang melekat di komunitas
adat Ammatoa selalu memberikan sinyal kewaspadaan bagi anggota komunitas saat
dihadapkan dengan proses pemilu. Karena ketika masyarakat melanggar prinsip lambusn
atau mengikuti proses pemilu dengan perilaku yang tidak jujur, seperti melakukan prak-
tik politik uang, menjelek-jelekkan calon atau menyebar fitnah. Pelaku akan mendapat-
kan sanksi sosial dan sanksi adat (Arshan, 2025).

Komunitas adat Ammatoa memiliki pemaknaan dan pengetahuan mendalam
akan pentingnya berperilaku Jambusn, karena jika praktik politik uang terjadi begitu mas-
sif, maka akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat dan hasil panen padi mau-
pun jagung. Misalnya terjadi gagal panen yang diakibatkan oleh hama tikus dan yang
lainnya (Arshan, 2025). Sehingga komunitas adat Ammatoa sangat berhati-hati dalam
merespon proses pemilu yang sedang betrlangsung, utamanya ketika bersentuhan
dengan politik uang. Keberadaan hukum dan sanksi dalam penegakan integritas pemilu
sangat dibutuhkan untuk menjaga transparansi, keadilan dan kepercayaan pemilih ter-
hadap proses demokrasi. Hukum dan sanksi memiliki tujuan untuk memastikan seluruh
suara masyarakat di dengar dan kompetisi politik tidak hanya didominasi oleh individu
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maupun kelompok tertentu. Tanpa adanya hukum dan sanksi, kelompok yang memiliki
sumber daya yang mumpuni dapat melahirkan ketidakadilan yang membatasi represen-
tasi yang sifatnya setara bagi seluruh masyarakat. Keberadaan sanksi yang jelas, dapat
meningkatkan partisipasi pemilih dengan meyakini bahwa proses pemilu betul-betul
berjalan jujur dan adil (Weiner et al., 2017).

Model pendekatan sosiologis dalam teori perilaku memilih menekankan bahwa
pilihan politik pemilih dapat dibentuk oleh keadaan sosial yang berlaku dalam ke-
hidupannya. Instrumen analisis pendekatan perilaku memilih model sosiologis men-
cakup etnis, agama, tempat tinggal, pendidikan, gender, pekerjaan, umur dan sebagainya
(Mujani et al., 2017). Prinsip Jambusn memiliki peran krusial dalam membentuk sistem
nilai yang kuat, secara langsung mengarahkan perilaku politik komunitas adat Ammatoa,
utamanya dalam proses pemilu. Nilai kejujuran dan integritas yang terkandung dalam
prinsip tersebut dapat dijadikan benteng sosial yang menghalau masuknya praktik-
praktik non etis, seperti politik uang. Peran /Jambusu sebagai prinsip moral yang mem-
bentuk integritas pemilih berbasis budaya, tradisi dan agama dalam sudut pandang
model perilaku pemilih sosiologis, secara spesifik dapat dilihat sebagai berikut: Pertama,
tradisi dan budaya sebagai penentu perilaku memilih. Prinsip /ambusn tidak hanya
berperan sebagai norma etis individual, melainkan telah berkembang menjadi bagian
dari sistem nilai kolektif yang diturunkan dari dari generasi ke generasi di komunitas
adat Ammatoa. Nilai kejujuran, integritas, kesederhanaan dan tanggung jawab telah
diinternalisasi lewat pesan adat, musyawarah keluarga dan himbauan dari tokoh
masyarakat dan tokoh adat. Hal ini relevan dengan model sosiologis yang menekankan
perilaku politik, terutama integritas pemilih sangat diintervensi oleh nilai-nilai yang
tumbuh, berkembang dan berlaku di lingkungan sosial dan budaya.

Kedna, internalisasi nilai dan penguatan integritas. Integritas pemilih di kawasan
adat Ammatoa tidak hanya bersifat pribadi, tetapi bersifat kolektif. Proses musyawarah
yang melibatkan anggota keluarga sebelum menentukan pilihan terhadap calon legislatif,
menampilkan adanya prosedur sosial yang menguatkan proses pengambilan keputusan
secara berintegritas dan bertanggung jawab. Diskusi internal yang berlangsung di
lingkungan keluarga, menunjukkan bahwa pilihan politik komunitas adat Ammatoa
merupakan hasil dari konsensus sosial yang tidak terlepas dari nilai /ambusn.

Ketiga, sanksi adat dan sosial sebagai mekanisme pengendalian. Sanksi adat dan
sosial yang diaktualisasikan ketika terjadi pelanggaran terhadap prinsip lambusn menjadi
media penguat utama bagi komunitas adat Ammatoa untuk menegakkan komitmennya
dalam merawat integritas pemilih. Sanksi sosial bagi pelaku yang melanggar etika
kejujuran tidak hanya berdampak bagi pelaku seorang diri, tetapi juga berefek pada
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keluarganya secara turun temurun. Hal ini menggambarkan bahwa dalam falsafah hidup
komunitas Ammatoa, kejujuran dan integritas adalah simbol kolektif yang harus dijaga
dan dilestarikan bersama-sama. Jika ditemui ada anggota komunitas yang terbukti
melanggar prinsip Jambusu maka sanksi yang diberikan bersifat ekonomi, sosial dan
spiritual.

Keempat, legitimasi demokrasi dan kohesi sosial. Integritas yang dirawat melalui
prinsip Lanbusu berefek langsung pada legitimasi hasil pemilu. Ketika pemilih merasa
yakin bahwa proses pemilihan diisi dengan praktik jujur dan adil, maka hasilnya dapat
diterima oleh semua kalangan termasuk bagi kalangan yang kalah. Hal ini dapat
mendorong stabilitas sosial, memperkuat kohesi sosial antar anggota komunitas, dan
mengurangi potensi konflik. Kelima, relasi agama dan spiritualitas. Aspek spiritualitas
juga menjadi elemen dari mekanisme penguatan integritas di komunitas adat Ammatoa.
Keyakinan kuat bahwa perilaku tidak jujur dapat menuai konsekuensi spiritual, baik
dalam bentuk sanksi dari Tuhan atau dalam bentuk karma, menjadi salah satu faktor
yang menguatkan kontrol sosial budaya mengenai perilaku memilih. Dalam model
pendekatan sosiologis, agama dan kepercayaan lokal cenderung menjadi sumber nilai
yang mampu membentuk perilaku politik di masyarakat dalam konteks pemilu.

Prinsip lambusu telah menjadi pandangan moral yang memperkuat ketaatan dan
kepatuhan anggota komunitas Ammatoa terhadap nilai-nilai adat yang betlaku, sehingga
integritas pemilih secara konsisten dapat dijalankan. Komunitas adat Ammatoa, tidak
hanya mengajarkan nilai kejujuran secara internal, tetapi juga mengawalnya secara
cksternal melalui sistem sanksi secara adat. Jika ditinjau berdasarkan model sosiologis,
integritas pemilih di komunitas adat Ammatoa tidaklah lahir secara murni dari
kesadaran anggota komunitas semata, tetapi merupakan produk adat, budaya dan tradisi
yang diinternalisasi oleh nilai-nilai kolektif yang berlaku secara turun temurun. Prinsip
lambusu pun menjadi filter dan tameng sosial yang menentukan perilaku politik anggota
komunitas. Sehingga praktik-praktik politik uang maupun kecurangan yang lain tidak
mendapat ruang, jika budaya ini terus ditmplementasikan secara teguh di komunitas ini.

Kesimpulan

Prinsip /lambusu yang memiliki arti kejujuran adalah identitas kolektif dan nilai
fundamental komunitas adat Ammatoa. Nilai kejujuran ini diinternalisasi melalui pesan,
tuntunan dan petunjuk yang terkandung di dalam pasang i Kajang. Prinsip lambusn
diaktualisasikan dalam perilaku sehari-hari komunitas adat Ammatoa, baik dalam
interaksi antar individu, interaksi dengan Tuhan, dan interaksi dengan alam. Lambusn
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tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika dan moral anggota komunitas, tetapi juga
sebagai norma sosial yang mengatur dan mengikat semua anggota komunitas. Norma
tersebut disertai dengan sanksi adat dan sanksi sosial bagi pelanggarnya. Nilai Jambusn
diwariskan secara turun temurun dan menjadi sarana sosial yang memfasilitasi pem-
bentukan kepercayaan, keharmonisan dan kesejahteraan kolektif di dalam komunitas
adat Ammatoa.

Lambusn memiliki peran strategis dalam membentuk preferensi pemilih di
komunitas adat Ammatoa. Dalam perspektif teori perilaku memilih model sosiologis,
aspek keteladanan dan pendidikan dari tokoh adat serta penguatan narasi adat “gattangko
nu lambus” telah menjadi sistem nilai yang memaksa dan menciptakan homogenitas
perilaku politik anggota komunitas. Prinsip /ambusu juga memperkokoh komitmen dan
loyalitas komunitas adat Ammatoa untuk memilih anggota dewan, berdasarkan integ-
ritas dan kejujurannya, bukan didasari oleh faktor iming-iming berupa materi tertentu.
Sanksi adat dan sanksi sosial yang tegas terhadap perilaku yang mencerminkan
ketidakjujuran memperkuat nilai /Jambusn sebagai benteng resistensi terhadap praktik
politik uang. Dengan ini, komunitas adat Ammatoa menjadi contoh nyata bagaimana
internalisasi norma adat dapat diintegrasikan secara efektif pada pelaksanaan pemilu.

Prinsip lambusn yang berlaku di komunitas adat Ammatoa membuktikan bahwa
budaya dan tradisi memainkan peran penting dalam membentuk integritas pemilih.
Melalui internalisasi nilai, sanksi adat, spiritualitas dan kontrol sosial, integritas telah
mencerminkan identitas sosial yang dirawat dan dilestarikan bersama. Dalam kerangka
voting bebavior model sosiologis, perilaku memilih komunitas adat Ammatoa sangat
bergantung oleh lingkungan sosial dan budaya. Implikasi utama yang dihasilkan adalah
terwujudnya legitimasi hasil pemilih, terjaganya kualitas demokrasi dan kohesi sosial di
masyarakat.

Pernyataan Keaslian
Kami menyatakan bahwa artikel ini benar karya asli yang bebas dari plagiarisme dan
kami telah mencantumkan berbagai sumber referensi yang digunakan dalam penulisan

artikel ini serta belum pernah dipublikasikan maupun sedang dikirimkan ke jurnal
lainnya.
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